RAPAT KOORDINASI KESIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL SEKOLAH
RAKYAT DI KOTA PALANGKA RAYA
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Palangka Raya, 9 Juli 2025 — Rapat Koordinasi digelar untuk membahas persiapan pelaksanaan
Sekolah Rakyat (SR) sebagai tindak lanjut dari Program Kementerian Sosial RI yang bertujuan
untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, miskin, dan marjinal di wilayah
perkotaan.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 8 Juli 2025 Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota
Palangka Raya dihadiri oleh perwakilan dari BPKAD, BAPERIDA, Dinas Pendidikan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Kesehatan, Dinas Perkimtan, Satpol PP, Pendamping Rehsos, dan Pendamping PKH

Rapat ini difokuskan pada pembahasan tiga aspek utama yang menjadi landasan pelaksanaan
Sekolah Rakyat, yaitu: (1) Kesiapan Sarana dan Prasarana. Penentuan lokasi Sekolah Rakyat
dan penyiapan ruang belajar, baik dalam hal penataan bangunan, kebersihan, maupun kelayakan
fasilitas dasar. Lokasi yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas dan
aksesibilitas calon peserta didik. (2) Validasi Data Calon Siswa. Peserta Sekolah Rakyat akan
diambil dari DTSEN dengan verifikasi dan validasi (verval) oleh petugas Program Keluarga
Harapan (PKH) serta dilengkapi dengan asesmen sosial oleh pendamping rehabilitasi sosial
(Rehsos). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran penerima manfaat adalah individu
yang benar-benar membutuhkan akses pendidikan non-formal secara mendesak. (3) Peran
Masing-Masing Perangkat Daerah. Rapat juga menyepakati peran kolaboratif dari setiap OPD
dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Sekolah Rakyat:

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian aksi menuju implementasi pelayanan
publik inklusif dan kolaboratif.. (AK)



